MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019 DAN PERATURAN BUPATI BUPATI HULU
SUNGAI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang:

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40
ayat (3), Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang edomanPengelolaan Keuangan Desa;

a. bahwa dalam rangka menyesuaikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
188.32/7443/BPD Tanggal 25 Oktober 2019 Perihal Penjelasan Teknis
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu melakukan perubahan ata
Peraturan Bupati Hulu Sungal Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4
Tabun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maaih terdapaf|
kekurangan dan belum dapat mengatasi dinamika yang terjadi dalam|
pengelolaan keuangan desa sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai
Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utarg
Nornor 4 Tahuu 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Desa.

Mengingat:

Mengingat:

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II djf
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antarg
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesig
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negarag
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lernbaran Negardg
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig
Nomor 5495);

3. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desd
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tabun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturar
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negardg
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembarar)
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarary
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negarg|
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Ataf
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembararn)
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negarg
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Negarn Republik Indonesia Nornoi
611);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republij
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomof
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5.  Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Numor S Tahun 2017
tcntang Pemerintahau Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Huly
Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber]
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik]
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik]
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomoj
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Deea (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungaf
Utara Tahun 2019 Nomor 4).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekni
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman)
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomoq
2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan|
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 159);

10.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomoq
4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017
Nomor 5);

15.

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Huly
Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor
36);

16.

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyertaan
Modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama|
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 27);

17.

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utarg
Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

DESA
BAB I Teta
KETENTUAN UMUM P
Pasal 1 Tetap
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Tetap
1. Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai
Utara. Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggarg
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom. Tetap
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tet
Utara. ctap
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Tetap
S. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untul
mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatf
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang Tetap
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Tetap
Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Tetap
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Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnydg
disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Tetap

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan Pertanggungjawaban
keuangan Desa.

Tetap

10.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanjg
Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayaj
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tetap

11.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM
Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Tetap

12.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tetap

13.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Tetap

14.

Bendahara Desa adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

Tetap

15.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desg
yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

Tetap

16.

Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari ABPDesa melaluirekening
kas Desa.

Tetap

17.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran.

Tetap

18.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas
bulan.

Tetap

19.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.

Tetap

20.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkaf]
PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Tetap

21.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah
Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan
keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Tetap

22.

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur
pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

Tetap

23.

Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD

Tetap

24.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

Tetap

25.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Des3g
yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

Tetap

26.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan gung
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnys
kesejahteraan masyarakat Desa.

Tetap

27.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatanyang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

Tetap

28.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan
belanja Desa.

Tetap

29.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan
belanja Desa.

Tetap

30.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih|
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periodd
anggaran.

Tetap

31.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah]
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang

disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

Tetap
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32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA
adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang
disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan| Tet
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atay ctap
Perubahan Penjabaran APB Desa.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL
adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan danaj
untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran Tetap
sebelumnya.
34. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan
barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah
Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Tetap
35. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen
yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatus
penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran- pengeluaran Tetap
berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen
pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. Tetap
37. Surat Permintaan Pembayaran Panjar yang selanjutnya disingkat SPP
Panjar adalah permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan sebagai Tetap
uang panjar pelaksanaan kegiatan.
38. Surat Permintaan Pembayaran Tunai yang selanjutnya disingkat SPP Tunai
adalah permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan terhadap Tetap
belanja yang sudah dilaksanakan.
39. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah
Inspektorat Kabupaten. Tetap
BAB II Tet
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP etap
Pasal 2 Tetap
(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif Tet
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. ctap
(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu
tahun anggaran, dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember! Tetap
Pasal 3 Tetap
(1) Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini
untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Tetap
(2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini
untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Tetap
Pasal 4 Tetap
Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari: Tet
etap
a. kekuasaan pengelolaan keuangan desa; Tetap
b. anggaran pendapatan dan belanja desa; Tetap
c. pengelolaan; dan Tetap
d. pembinaan dan pengawasan. Tetap
BAB III Teta
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA P
Bagian Kesatu Teta
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa P
Pasal 5 Tetap
(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam Tet
kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. etap
(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Teta
kewenangan: p
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa,; Tetap
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; Tetap
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; Tetap
d. menetapkan PPKD; Tetap
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; Tetap
f. menyetujui RAK Desa; dan Tetap
g. menyetujui SPP. Tetap
(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimang|
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannyd Tetap
kepada Perangkat Desa selaku PPKD.
(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan
Tetap
keputusan Kepala Desa.
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Bagian Kedua Teta
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa P
Pasal 6 Tetap
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), terdiri atas: Tetap
a. Sekretaris Desa; Tetap
b. Kaur dan Kasi; dan Tetap
c. Kaur Keuangan. Tetap
Pasal 7 Tetap
(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertugas sebagai -
koordinator PPKD. etap
(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: Tetap
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; Tet
etap
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan Tet
perubahan APB Desa; etap
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Tetap
Desa;
d. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa Teta
tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; P
e. mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankantugas PPKD; Teta
dan p
f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Tetap
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai Teta
tugas: P
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; Tetap
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan Tetap
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Tetap
Pasal 8 Tetap
(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bertugas
. . Tetap
sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kaur Umum dan Perencanaan Tetap
(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Tetap
a. Kasi Pemerintahan; dan Tetap
b. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan. Tetap
(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: Tetap
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran Tet
belanja sesuai bidang tugasnya; ctap
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; Tetap
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; Tetap
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; Tetap
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas
pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang Tetap
tugasnya; dan
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Tetap
(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing Tetap
dan ditetapkan dalam RKP Desa.
Pasal 9 Tetap
(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal §
ayat (4), dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan
barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Tetap
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat
Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas: Tetap
a. ketua; Tetap
b. sekretaris; dan
c. anggota.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu pelaksana Teta
kewilayahan. P
(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada Teta
saat penyusunan RKP Desa. P
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan melalui keputusan Kepala Tet
etap
Desa.
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Pasal 10 Tetap
(1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢, melaksanakan
fungsi kebendaharaan. Tetap
(2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: Tetap
a. menyusun RAK Desa; dan Tetap
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan,
penyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tetap
APBDesa.
(3) Kaur Keug?lgan‘ dalam mcilaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Tetap
Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.
(4) Kaur Keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan dapat diberikan
tunjangan beban kerja yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Tetap
BAB IV Tetap
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 11 Tetap
(1) APB Desa terdiri dari: Tetap
a. pendapatan desa; Tetap
b. belanja desa; dan Tetap
c. pembiayaan desa. Tetap
(2) Pendapatan Desa se‘F)ag'aimana d'imaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan Tetap
menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan
menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian Tetap
objek belanja.
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan
menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Tetap
Pasal 12 Tetap
Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa diberi kode rekening. Tetap
Bagian Kesatu
Pindapatan Tetap
Pasal 13 Tetap
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaity
semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desd Tetap
dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok: Tetap
a. pendapatan asli desa; Tetap
b. transfer; dan Tetap
c. pendapatan lain-lain. Tetap
Pasal 14 Tetap
(1) Kelompok Pe.nfiapata.\n Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Tetap
huruf a, terdiri atas jenis:
a. hasil usaha; Tetap
b. hasil aset; Tetap
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan Tetap
d. lain-lain pendapatan asli desa. Tetap
(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara
lain bagi hasil BUM Desa. Tetap
(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: Tetap
a. pengelolaan tanah kas desa; Tetap
b. tambatan perahu; Tetap
c. pasar desa; Tetap
d. tempat pemandian umum; Tetap
e. jaringan irigasi desa; Tetap
f. pelelangan ikan milik desa; Tetap
g. kios milik desa; Tetap
h. pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik desa; dan Tetap
i. hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul
dan kewenangan lokal berskala desa. Tetap
(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan Tetap
masyarakat desa.
(5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd,
antara lain hasil pungutan desa. Tetap
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Pasal 15 Tetap
(1) Kelo.rr.lpok tr.an.sfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, Tetap
terdiri atas jenis:
a. dana desa; Tetap
b. bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten; Tetap
c. alokasi dana desa; Tetap
d. bantuan keuangan dari Provinsi; dan Tetap
e. bantuan keuangan APBD Kabupaten. Tetap
(2) Bantuan keuangan dari Provinsi dan bantuan keuangan APBD Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat bersifat umum Tetap
dan khusus.
(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan
paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluhy Tetap
per seratus).
Pasal 16 Tetap
Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) huruf c, terdiri atas: Tetap
a. penerimaan dari hasil kerja sama antar desa; Tetap
b. penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga; Tetap
c. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa; Tetap
d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; Tetap
e. koreksi ' kesalahan ' belanjg tahun-tahun anggaran sebf:lumnya yang Tetap
mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
f.  bunga bank; dan Tetap
g. lain-lain pendapatan desa yang sah. Tetap
Bagian Kedua
gBelanja Tetap
Pasal 17 Tetap
(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu semud
pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Tetap
(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk
mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Tetap
Pasal 18 Tetap
(1) Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang: Tetap
a. penyelenggaraan pemerintahan desa; Tetap
b. pelaksanaan pembangunan desa; Tetap
c. pembinaan kemasyarakatan desa; Tetap
d. pemberdayaan masyarakat desa; dan Tetap
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Tetap
(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan Tetap
kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibagi dalam suH
bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan
darurat dan mendesak yang terjadi di desa. Tetap
Pasal 19 Tetap
(1) K.lasif.lkasi belanja §ebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Tetap
dibagi dalam sub bidang:
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional
pemerintahan desa; Tetap
b. sarana dan prasarana pemerintahan desa; Tetap
administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; Tetap
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan Tetap
e. pertanahan. Tetap
(2) K.lasif.lkasi belanja §ebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, Tetap
dibagi dalam sub bidang:
a. pendidikan; Tetap
b. kesehatan; Tetap
c. pekerjaan umum dan penataan ruang; Tetap
d. kawasan permukiman; Tetap
e. kehutanan dan lingkungan hidup; Tetap
f. perhubungan, komunikasi dan informatika; Tetap
g. energi dan sumber daya mineral; dan Tetap
h. pariwisata. Tetap
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(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c,
dibagi dalam sub bidang: Tetap
a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; Tetap
b. kebudayaan dan keagamaan,; Tetap
c. kepemudaan dan olah raga; dan Tetap
d. kelembagaan masyarakat. Tetap
4) Klas'iﬁka'Lsi belanja seb'agaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf Tetap
d, dibagi dalam sub bidang:
a. kelautan dan perikanan; Tetap
b. pertanian dan peternakan; Tetap
c. peningkatan kapasitas aparatur desa; Tetap
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; Tetap
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); Tetap
f. dukungan penanaman modal; dan Tetap
g. perdagangan dan perindustrian. Tetap
(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e,
dibagi dalam sub bidang: Tetap
a. penanggulangan bencana; Tetap
b. keadaan darurat; dan Tetap
c. keadaan mendesak. Tetap
Pasal 20 Tetap
(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat
(4), dibagi dalam kegiatan. Tetap
(2) Kegiatan yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkolq
atau sebutan lain dan/atau bantuan keuangan khusus tidak diterapkan dalam)
ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimang Tetap
diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Tetap
Pasal 21 Tetap
Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas: Tetap
a. belanja pegawai; Tetap
b belanja barang dan jasa; Tetap
c. belanja modal; dan Tetap
d. Dbelanja tak terduga. Tetap
Pasal 22 Tetap
(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dianggarkan
untuk kegiatan: Tetap
a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa; Tetap
b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa; Tetap
c. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan Tetap
d. penyediaan tunjangan BPD. Tetap
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam
bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Tetap
(3) B.elanja pegawa.li sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya Tetap
dibayarkan setiap bulan.
(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan dan kemampuan APB Desa. Tetap
(5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Tunjangan
Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa pelaksanaannya Tetap
dibayarkan pada hari terakhir.
(6) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasi atas
jenis belanja., obyek belanja,. d.an rincian obyek belanja sebagaimana tercantum Tetap
dalam Lampiran Peraturan ini.
Pasal 23 Tetap
(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b
digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan jasa yang nilaf Tetap
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Belanja b.arang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan Tetap
antara lain untuk:
a. operasional pemerintah desa; Tetap
b. pemeliharaan sarana prasarana desa; Tetap
c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis; Tetap
d. operasional BPD; Tetap
e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan Tetap
f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Tetap
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(3)

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e, yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun
Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta
pemberdayaan masyarakat desa.

Tetap

(4)

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan desa.

Tetap

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasi atas
jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan ini.

Tetap

Pasal 24

Tetap

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, digunakan untuly
pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas
bulan dan menambah aset.

Tetap

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Tetap

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasi atas
jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan ini.

Tetap

Pasal 25

Tetap

Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, merupakary
belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

Tetap

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaar
darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit memenubhi kriteria sebagai berikut:

Tetap

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya;

Tetap

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan

c. berada diluar kendali pemerintah desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya
bencana alam dan bencana sosial.

Tetap

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan
dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibaf]
kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan
dasar masyarakat.

Tetap

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan
kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalamj
kedaruratan, dan pengembalian atas kelebihan pembayaran tahun sebelumnya.

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upayg
pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakaf]
miskin yang mengalami kedarurutan.

Tata cara penggunaan anggaran kegiatan sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak melalui cara:

a. Kepala Desa menetapkan status bencana, keadaan darurat dan keadaan
mendesak dengan Keputusan Kepala Desa;

b. Kepala Desa memimpin rapat kerja bersama pelaksana kegiatan anggaran;

c. hasil kesepakatan rapat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf
(b), dituangkan dalam berita acara;

d. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi Kepala
Desa untuk melaksanakan anggaran biaya bidang tak terduga; dan

e. pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud huruf (d), dilampiri dengan
RAB.

Tata
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak
melalui cara:

1)

2)

3)

4)

5)

0)

7)

8)

cara penggunaan anggaran Kkegiatan sub  bidang]

Kepala Dcsa rnenetapkan status bencana, keadaan darurat dan
keadaan mendesak dengan Keputusan Kepala Desa;

Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencaria dan
mendesak yang apabila ditunda akan rnengakibatkan resiko
kematian dan/atau sakit berat, atas perintah Kepala Desa, Kaur
Keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang
diajukan oleh Kasi / Kaur sesuai bidang tugasnya,;

Kasi/Kaur kemudian menyusun RAB dan diajukan kepada
Kepala Dcsa rnelalui Sekretaris Desa;

Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang
diusulkan:

Kepulu Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa menyetujui
RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai
dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;

Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana keadaan
darurat, dan mendesak desa yang tidak menimbulkan resikog
kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap
melalui tahapan sebagaimana hurufc, d, dan e;

Pelaksanaan kegiatan unluk penanggulangan bencana, kcadaan
darurat dan mendesak desa dipertanggungjawabkan rnelalui rapat]
kerja pemerintah desa yang melibatkan BPD dan dituangkan
dalam
berita acara paling lambat 1 (satu] bulan setelah status keadaan
bencana, keadaan darurat. dan mendesak selesai, dan

Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengeluaran anggaran ta
terduga kepada Bupati melalui Camat paling lama 1 (satu) bulan|
sejak Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf ¢
ditetapkan.
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(7) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasi atas jeniq (7) Belanja tak terduga sebagaimaua dimaksud pada ayat (1), diklasifikas]
belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja sebagaimana tercantum dalam) atas jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek sebagaimang
Lampiran. tercantum dalam lampiran.

Pasal 26 Tetap

(1) Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Kriteria beneana alam, bencana non alam dan bencana sosial
25 ayat (3), adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau sebagaimana dirnaksud dalam Pasal25 ayat (3) adalah sebagai
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa berikut:
gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan/angin puting beliung, a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh periatiwg
dan tanah longsor. atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang

meliputi :

1) Gempa bumi;

2) Tsunami;

3) Gunung meletus;

4)  Banjir;

5) Kekeringan;

6) Angin topan;

7) Tanah longsor;

8) Kebakaran hutan dan Iahan;
9) Angin puting beliung; dan
10) Bencana alam lainnya.

b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain:
1) Gagal teknologi;

2) Gagal modernisasi;
3) Epidemik dan wabah penyakit; dan
4) Bencana lainnya.

c. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh manusia dan/ atau karerig
wabah/epidemi yang meliputi:

1) Konflik soeial antar kelompok atau antar kornuriitas
masyarakat;

2) Teror; dan

3) Bencana lainnya.

(2) Kriteria bencana alam lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) Kriteria kegiatan yang dapar dibiayai untuk penanggulangan bcncang
26 ayat (1), antara lain: alam, bencana non alam, dan bencana sosial adalah merupakan upays

tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial

berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian
bencana untuk menangani dampak buruk yang

ditimbulkan, meliputi :

a. berskala lokal desa; dan a. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
b. belum ditangani oleh pemerintah kabupaten. b. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan
pengungsi/orang yang terdampak bencana; dan

c. Penyelarnatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

(3) Ketentuan kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (3), adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar] Dihapus
kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

(4) Kriteria bencana sosial lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal .

26 ayat (3) antara lain: Dihapus
a. berskala lokal desa; dan Dihapus
b. belum ditangani oleh pemerintah kabupaten. Dihapus

(5) Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan

bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayaf]

(4), adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan

bencana sosial yang ditetapkan oleh Kepala Desa berupa kegiatan yang dilakukan Dihapus
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang

ditimbulkan, meliputi:

a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda; Dihapus
b. g:;ng;;?fldlzibutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan Dihapus
c. penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. Dihapus

Pasal 27

Kriteria keadaan darurat adalah adanya kerusakan dan/atau terancamnyd
penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga atau
akibat lainnya yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(1)

Kriteria kcadaan darurat sebagaimana dirnakuur| Pasal 25 ayat (4)
adalah sebagai berikut:

a. adanya kerusakan sarana dan prasarana dasar untuk

rnasyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana; dan

b. adanya ancaman tidak terselcsaikannya pernbangunan sarana dan
prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan
harga barang / jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.
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(2) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimang] (2) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat
dimaksud pada ayat (1), merupakan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan sebagairnana dirnaksud ayat (1) adalah :
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan a. sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, ekonomi
permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dar masyarakat, pekerjaan umurn dan penataan ruang, perumahar
sosial yang memerlukan penanganan segera. rakyat dan kawasan perrnukiman, kctentraman dan ketertiban|
umum, perlindungan masyarakat dan sosial; dan
b. pemanfaatan bersifat. komunal.
Pasal 28 Tetap
(1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Kriteria keadaan rnendesak sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (5)
(5), adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan adalah scbagai berikut :
diselesaikannya'l L'lpaya pemenuhan 'kebutuhan primer dan pelayanan dasa a. sebuah keadaan buruk yang tidak disangka-sangka terjadi dan
masyarakat miskin yang mengalami ke':d.aruratan bcirupa kebutuhan pangan apabila tidak ditangani segera akan rnengakibatkan resiko
sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanary kelaparan, kematian, resiko cacat berat / permanen dan/atay
sosial. resiko putus sekolah, dan
b. bersifat individual.
(2) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud (2) (2) Kriteria rnasyarakat miskin yang mengalami kodarurntan
pada ayat (1), adalah warga Desa yang sama sekali tidak mempunyai sumber matg sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (5) adalah sebagai berikut :
pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak]
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan a. keluarga yang tidak merniliki penghasilan tetap dan/atau sumbet]
dirinya dan/atau keluarganya. mata pencaharian sendiri atau kehilangan rnata pencaharian; dan
b. disepakati bersama dalam musyawarah antara Pemerintah Desa
dengan BPD.
(3) Kondisi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan masyarakaf
miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disepakati bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputusarn Dihapus
Kepala Desa yang dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
Pasal 29 Tetap
(1) Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang
berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), adalah Tetap
dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.
(2) Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana|
keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimang
dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan melalui perubahan penjabaran Tetap
APBDesa sebelum Rancangan Perubahan APB Desaditetapkan.
(3) Sumber pendanaan belanja tak terduga dapat diambilkan dari sumber
pendapatan yang dianggarkan dari pengalihan belanja kegiatan lainnya
pada Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Tetap
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan/atau
pemberdayaan masyarakat Desa.
(4) Realisasi Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (3), dilaporkan sesuai dengan kuitansi/pengeluaran/belanja yang Tetap
dilakukan.
Bagian Ketiga
Pembiayaan Tetap
Pasal 30 Tetap
(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c,
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang Tetap
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok: Tet.
etap
a. penerimaan pembiayaan; dan Tetap
b. pengeluaran pembiayaan.
Pasal 31 Tetap
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
S Tetap
huruf a, meliputi:
a. SiLPA tahun sebelumnya; Tetap
b. pencairan dana cadangan; dan
c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputj
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan
sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Tetap
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya Tetap
dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan Tetap
kekayaan Desa yang dipisahkan.
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Pasal 32 Tetap
Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
huruf b, terdiri atas: Tetap
pembentukan dana cadangan; Tetap
penyertaan modal; dan Tetap
c. pengeluaran pembiayaan lainnya. Tetap
Pasal 33 Tetap
(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hurufa
dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapaf] Teta
sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. P
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Teta
dengan Peraturan Desa. P
(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: Tet
etap
penetapan tujuan pembentukan dana cadangan,; Tetap
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan
Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secarg
khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tetap
(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan
Kepala Desa. Tetap
Bagian Keempat
Tet
Penyertaan Modal etap
Pasal 34 Tetap
(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, antara lain
digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa dalam bentuk uang
yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau Tetap
pelayanan kepada masyarakat.
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan
Desa yang dipisahkan. Tetap
(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk tanah
kas desa dan bangunan tidak dapat dijual. Tetap
(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetap
(5) Proses penyertaan modal pada BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Tet
Desa. ctap
Pasal 35 Tetap
(1) Penyertaan modal pada BUM Desa dapat berupa uang dan/atau barang. Tetap
(2) Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (4), diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal
yang dapat disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan modal. Tetap
(3) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada](3) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana
ayat (2), meliputi: dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. modal awal; a. modal awal;
b. penguatan modal; b. penyertaan modal;
c. aset desa yang dipisahkan. c. aset desa yang dipisahkan.
(4) Indikator analisis kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud (4) Indikator analisis kelayakan penyertaan modal sebagaimana
pada ayat (2), meliputi: dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. modal awal; a. modal awal;
1. wusulan penyertaan modal termuat dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB 1. usulan penyertaan modal termuat dalam RPJM Desa, RKP
Desa; Desa dan APB Desa;
2. maksimal modal awal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) 2. maksimal modal awal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh
yang dianggarkan melalui APB Desa,; juta) yang dianggarkan melalui APB Desa;
3. pengurus BUM Desa mengajukan dokumen penyertaan modal 3. pengurus BUM Desa mengajukan dokumen penyertaan
kepada Pemerintah Desa. modal kepada Pemerintah Desa.
b. penguatan modal; b. Penguatan modal;
1. dapat dianggarkan melalui APB Desa setelah melalui analisis/ 1. Dapat dianggarkan melalu] APBDcsa setelah melalui
evaluasi kelayakan usaha yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh analisa/evaluasi kelayakan usaha yang dilakukan oleh Tim
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat danj
Desa;
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2. aspek-aspek yang dievaluasi untuk menilai kelayakan usaha:

Aspek-aspek yang dievaluasi untuk menilai kelayakan
usaha:

a. aspek pasar dan pemasaran, meliputi: ketepatan produk dengan)
kebutuhan masyarakat, daya beli masyarakat, jumlah
konsumen, kecenderungan permintaan konsumen, kesesuaian

a) Usaha BUM Desa dari pengelolaan SDA dan/atau industri
kerajinan rumah tangga sebagian masyarakat menunjukkan
perkernbangan yang baik yang dilihat dari grafik peningkatan

harga produk, kemudahan mendapatkan produk dan informasi produksi dan pemasaran;
tentang produk;
b. aspek teknis dan teknologi, meliputi: perencanaan produk, b) Laporan keuangon penggunaan penyertaan modal awal
kualitas produk, perencanaan jumlah produk, persedian bahan sebelumnya tidak mengalami defisit;
baku, kapasitas produksi, pemilihan teknologi, penentuan lokasi
usaha, perencanaan tata letak;
c. aspek manajemen dan sumber daya manusia, meliputi: c) Gaji/honor yang diterima oleh pengurus BUM Desa
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, danj merupakan sisa hasil keuntungan usaha yang sudah
kompetensi pengelola; dipisuhkan dari modal usaha:
d. aspek keuangan, meliputi: kebutuhan dana dan sumber dana, d) Menyampaikan proyeksi Break Even Point (BEP) oleh
perkiraan arus kas, perkiraan laba-rugi, penilaian investasi; pelaksana operasional BUM Desa dengan perhitungan yang
jelas;
e. aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan, meliputi: e) Menyampaikan proyeksi pembagian hasil}
dampak perbaikan ekonomi desa, kondisi sosial budaya usaha/keuntungan pada tahun selanjutnya setelah usahal
masyarakat, dukungan masyarakat dan lingkungan hidup; BUM Desa mengalarni BEP dengan perhitungan yang jelas;
dan
faspek hukum (yuridis), meliputi: bentuk usaha dan perizinannya f) Kerjasama antara pengurus BUM Desa (Penasehat,
kesesuaian usaha dengan perencanaan pembangunan desa, statug Pelaksana Operasional, dan Pengawue] dengan pihak
kepemilikan lahan atau lokasi usaha. Pemerintah Desa harus saling mendukung dan terjalin
dengan baik.
c. aset desa yang dipisahkan. c. Aset desa yang dipisahkan
Dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari forum Dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari forum
musyawarah desa yang dibuktikan dengan berita acara. musyawarah desa yang dibuktikan dengan berita acara.
Bagian Kelima
Selisih Pembiayaan Tetap
Pasal 36 Tetap
(1) Selisih pembiayaan merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan -
dengan pengeluaran pembiayaan. etap
(2) Selisih pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran. Tetap
BABV Teta
PENGELOLAAN P
Pasal 37 Tetap
Pengelolaan keuangan Desa meliputi: Tetap
a. perencanaan; Tetap
b. pelaksanaan,; Tetap
c. penatausahaan; Tetap
d. pelaporan; dan Tetap
e. pertanggungjawaban. Tetap
Pasal 38 Tetap
(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan
dengan Basis Kas. Tetap
(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pencatatan
transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Tetap
(3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem
. . . . . Tetap
informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.
Bagian Kesatu Tetap
Perencanaan
Pasal 39 Tetap
(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan
dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang
dianggarkan dalam APB Desa. Tetap
(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan
RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur
dengan Peraturan Bupati setiap tahun yang paling sedikit memuat: Tetap
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan -
Desa dan RKP Desa; etap
b. prinsip penyusunan APB Desa; Tetap
c. kebijakan penyusunan APB Desa; Tetap
d. teknis penyusunan APB Desa; dan Tetap
e. hal khusus lainnya. Tetap
Pasal 40 Tetap
(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
kepada Kepala Desa. Tetap
(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati Tetap
bersama dalam musyawarah BPD.
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(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Tetap
(4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desg
yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan
kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Tetap
pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan Tet
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). ctap
Pasal 41 Tetap
(1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepald
Desa mengenai penjabaran APB Desa. Tetap
(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Tet
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ctap
Pasal 42 Tetap
Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
kepada Camat. Tetap
Pasal 43 Tetap
(I) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (3), disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling Tetap
lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Tet
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. ctap
(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliput: Tetap
a. surat pengantar; Tetap
b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa; Tetap
e. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; Tet
etap
peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan Tetap
g. berita acara hasil musyawarah BPD. Tetap
Pasal 44 Tetap
(1) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Aparat Desa terkait dalam
pelaksanaan evaluasi. Tetap
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Keputusan
Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerjd
terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Tetap
(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas wakty
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Desa dimaksud Tetap
berlaku dengan sendirinya.
(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum
dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. Tetap
(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum
dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lamg Tetap
20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.
Pasal 45 Tetap
(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (S5), tidai
ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan]
Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa manjadi Peraturan Kepald Tetap
Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepald
Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud|
pada ayat (1), dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Teta
Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud. P
(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa hany4
dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraary
pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampaj Tet
penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan ctap
mendapat persetujuan Camat.
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Pasal 46 Tetap
(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi
ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa. Tetap
(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran Tetap
sebelumnya.
(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran
APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa. Tetap
(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturarn
Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh Tetap
hari kerja setelah ditetapkan.
Pasal 47 Tetap
(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat Tet
melalui media informasi. ctap
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: Tet
etap
a. APB Desa; Tetap
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
c. alamat pengaduan.
Pasal 48 Tetap
(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: Tetap
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun anggaran berjalan; Tetap
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun Tet
berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; ctap
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar
sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan Tetap
d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan. Tetap
(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Tetap

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (8) Kriteria keadaari luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
antara lain: antara lain

a. merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan a. rnerupakan keadaan yang menyebabkan estmasi penerimaan
dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau p dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atay
enurunan lebih besar dari 50%; penurunan lebih besar dari 50%;

b. presentase 50% sebagimana dimaksud pada huruf a, merupakan b. presentase 50 % sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakanf
selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan
belanja dalam APB Desa. belanja dalam APB Desa;

c. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana, krisis politik, krisis
ekonomi dan/atau kerusuhan sosial y;;mg berkepanjangang; dan
d. terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah
dan/atau Perneriritah Daerah,
(4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap
mempedomani RKP Desa.
Pasal 49 Tetap
(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Tetap
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila Tetap

terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun anggaran berjalan dari bantuan keuangan yang bersifat khusus; Tetap

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran Tet
antar obyek dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan; dan ctap

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
penyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran Tetap
berjalan;

d. Kriteria kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud poin c disebabkan karena faktor cuaca dan Tetap
faktor alam; dan

e. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan daruratdan

Tetap
keadaan mendesak.
(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan

selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan Tetap

mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB

Desa.

Pasal 50 Tetap
Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 49 berlaku
. . . Tetap
secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai
perubahan APB Desa.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Tetap
Pasal 51 Tetap
(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran
Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjul Tetap
Bupati.
(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Tetap
Keuangan.
(3) Desayang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desdg
dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen)
Tetap
tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
(4) Penunjukan bank dalam pengelolaan keuangan Desa melalui rekening kas Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tetap
Pasal 52 Tetap
(1) Nomor rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilaporkan
Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Tetap
(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada Gubernur dengan
tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Tetap
Desa.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pengendalian
penyaluran dana transfer. Tetap
Pasal 53 Tetap
(1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai yang bersumber dari penerimaary
pendapatan desa harus disetorkan ke kas desa paling lambat 2 hari kerja. Tetap
(2) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi
kebutuhan operasional pemerintah Desa dengan jumlah paling banyak Tetap
Rp5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).
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Pasal 54 Tetap
(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesua
tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desg T
tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desag etap
ditetapkan.
(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: Tetap
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa,; Tetap
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan Tetap
c. Rencana Anggaran Biaya. Tetap
(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana -
penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. etap
(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksang
kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Tetap
(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
. . . Tetap
merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepadd
Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tetap
Pasal 55 Tetap
(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas)
hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. Tetap
(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi
oleh Sekretaris Desa. Tetap
Pasal 56 Tetap
(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atay
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang
menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan Tetap
kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
untuk menyusun rancangan DPPA.
(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: Tetap
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan Tetap
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA
kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah
. . Tetap
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA. Tetap
(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Tet
Desa. ctap
Pasal 57 Tetap
(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah
disetujui Kepala Desa. Tetap
(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Tetap
(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa
.. Tetap
yang diajukan Kaur Keuangan.
(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi
Sekretaris Desa. Tetap
Pasal 58 Tetap
RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, memuat arus kas masuk dan arus
kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untul
mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Tetap
Pasal 59 Tetap
(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, memuat semud
pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, pendapatan transfer dan Tetap
pendapatan lain.
(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh
bukti yang lengkap dan sah. Tetap
Pasal 60 Tetap
(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, memuat semua
pengeluaran belanja atas beban APB Desa. Tetap
(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah. Tetap
(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapat persetujuan
kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material Tetap
yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
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Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap
tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tetap

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku
pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan
sesuai dengan tugasnya.

Tetap

Pasal 61

Tetap

Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah
disetujui Kepala Desa.

Tetap

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Tetap

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan
melalui swakelola.

Tetap

Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari
wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi
masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan
masyarakat setempat.

Tetap

(5)

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui
swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh
penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Tetap

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan
barang/jasa di Desa.

Tetap

Pasal 62

Tetap

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam

setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang

tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera
dalam DPA.

Tetap

Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran.

Tetap

Pasal 63

Tetap

Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara
swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

Tetap

(2)

Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan
dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur
Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.

Tetap

Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

Tetap

(4)

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban
pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bukti transaks
pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.

Tetap

Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran
dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

Tetap

Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dar{
jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Tetap

Pasal 64

Tetap

(1)

Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia
barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

Tetap

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri
dengan:

Tetap

a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan

Tetap

b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekretaris Desa berkewajiban untuk:

Tetap

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;

Tetap

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;

Tetap

menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

Tetap

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan
yang ditetapkan.

Tetap

Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil
verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Tetap

Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran
yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala
Desa.

Tetap
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Pasal 65 Tetap
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhiy
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7
(tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. Tetap
Pasal 66 Tetap
(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaary
dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalu Tetap
sekretaris Desa.
(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tetap
(3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui
RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan Tetap
verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada
Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa Tetap
ditetapkan.
Pasal 67 Tetap
(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran
Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Tetap
perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan
pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat Tetap
(1)
(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan Tetap
modal.
(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang
dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetap
Pasal 68 Tetap
Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dari
mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan
Pasal 33, dianggarkan dalam APB Desa.
Pasal 69 Tetap
(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana Teta
dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, digunakan untuk: P
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
daripada realisasi belanja; dan Tetap
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Tetap
(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perhitungan perkiraan
penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun Tet
sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan- kegiatan yang telah ctap
ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai
atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan
perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun Tetap
anggaran berikutnya.
(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali
rancangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi DPAL untuk
mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana Tetap
dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan
rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tetap
kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran
berjalan.
(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang
akan disahkan dalam DPAL. Tetap
(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum
selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya. Tetap
Pasal 70 Tetap
(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 hurufb, dan
pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a
dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tetap
(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa. Tetap
(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar Tetap
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.
(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan apabila
dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan Tetap
kegiatan.
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Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggarkan

pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. Tetap
Pasal 71 Tetap
(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dicatat pada Tet
pengeluaran pembiayaan. ctap
(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dimasukan sebagai pendapatan asli Desa. Tetap
Bagian Ketiga
Penatausahaan Tetap
Pasal 72 Tetap
(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai
pelaksana fungsi kebendaharaan. Tetap
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Tetap
(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditutup
setiap akhir bulan. Tetap
Pasal 73 Tetap
(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri -
atas: etap
a. buku pembantu bank; Tetap
b. buku pembantu pajak; dan Tetap
c. buku pembantu panjar. Tetap
(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Tetap
Desa.
(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran Tetap
setoran pajak.
(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
. . . Tetap
merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.
Pasal 74 Tetap
Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:
a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten,; Tetap
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos
oleh pihak ketiga; dan Tetap
c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak
. Tetap
ketiga.
Pasal 75 Tetap
(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa
yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Tetap
(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan
secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta Tetap
telah disetujui oleh Kepala Desa.
(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan
melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepadd
penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan Tetap
anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan
secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa. Tetap
(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan. Tetap
(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh
Kaur Keuangan. Tetap
(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh
penerima dana. Tetap
Pasal 76 Tetap
(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Tet
Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. ctap
(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tetap
(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa Tetap

untuk disetujui.
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Bagian Keempat

Pelaporan Tetap
Pasal 77 Tetap
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama
kepada Bupati melalui camat. Tetap
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: Tetap
a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan Tetap
b. laporan realisasi kegiatan.
(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan carg
menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, paling
lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Tetap
Pasal 78 Tetap
Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menter}
Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggul
kedua Bulan Agustus tahun berjalan.
Bagian Kelima
T
Pertanggungjawaban etap
Pasal 79 Tetap
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa
kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Tetap
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran Tetap
berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan: Tetap
a. laporan keuangan, terdiri atas: Tetap
1. laporan realisasi APB Desa; dan Tetap
2. catatan atas laporan keuangan. Tetap
b. laporan realisasi kegiatan; dan Tetap
daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang
Tetap
masuk ke Desa.
Pasal 80 Tetap
Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, merupakan
bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Tetap
Pasal 81 Tetap
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79, diinformasikan
. . . Tetap
kepada masyarakat melalui media informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: Tetap
a. laporan realisasi APB Desa; Tetap
b. laporan realisasi kegiatan; Tetap
c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; Tetap
d. sisa anggaran; dan Tetap
e. alamat pengaduan. Tetap

Pasal 82

Format Kode Rekening, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desgl
tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembanty
Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporarn)
Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa
Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APH
Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran|
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran A.I diu bah dengan lampiran yang baru sebagaimana
tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati Ini

BAB VI Teta
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN P
Pasal 83 Tetap
(1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang
dikoordinasikan dengan APIP Kabupaten. Tetap
(2) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di
wilayah kecamatan masing-masing. Tetap
BAB VII Teta
KETENTUAN LAIN-LAIN P
Pasal 84 Tetap

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/ataul
pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BABV

KETENTUAN PENUTUP Tetap
Pasal 85
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 11), dan Petunjul
Teknis Perencanaan, Perubahan, Pelaksanaan, Tetap
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tetap
Tetap
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Tetap

Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2019 NOMOR 4

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 17
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TANGGAL 30 APRIL 2020

DAFTAR KODE REKENING
BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
(LAMPIRAN A.1)

REKENING ] BIDANG, SUB BIDANG dan KEGIATAN

1 BINANG PENYELENGGARAAN PE
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub
bidang dan kegiatan yung digunakan untuk mendukung
tersclenggaranyn  fungsi  pemerintahan  Desa  yang
mencakup: =

1 1 Sub Bidang Penyelengguaan Belanja  Penghasilan
Tetap, Tunjungan dan Operasional Pemerintahan Desa
| | maksimal 30 % untuk kc%l_amn 01, 02, 05 dun 06)

MERINTAHAN DESA

0T | Penyedivun Penghasllan Terap dan Twywagan Kepala |

T 1
I~ = , ,
\ 1 | Penyediaan  Penghasilan Tetap dan Tumangan
| | Perungkal Desa -
1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagl Kepala Desa dan
| Perangkat Desa

B 1 04 | Penyedinan Operasional Pemerintah Desa (ATK,

Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan
2| perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
T 1 05 | Penyedinan Tun angan

1 1 06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat rapat  (ATK,

miakan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian

Serngam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) e

1 1 07 Penyediaan InsenGl/Operasional RT/RW ]

1 1 | 90-99] Lain-lain  Sub DBidang Penyclenggaraan  Belunju

Penghasilan Tectap, Tunjangan dan Operasional

Pemenntahuan Desa

ey * e —————— e
1 2 | Sub Didang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa |
1 2 01 | Penyediaan sarana (aset tetap) |
| perkantoran/pemerintahan ,
T 27| 02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
1 2 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatarn |
= Gedung/Prasarana Kantor Desa
1 2 1 90-99] lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana
pemerintahan Desa =
3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencalatan
| I Sipil, Statistik dan Kearsipan
1 3 ol Peluyunan  administrasi umum dan  kependudukan
\ (Sural Pengantar/Pclayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu
| 3| Kek a, dll) e ey =
1| 3 02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran  Profil Desa
Kroﬁl kependudukan dan ?wnsi desa) o
1 3 03 3 ngelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan
csa
‘ 2 3 04 Penyuluhan  dan  Penya an asyarakat tentang
- Kependudukan dan Pencatatan Sipil =
| 1 3 05 Pemetaan dan  Analisis  Kemiskinan Desa  secara
Partisipatif B =
1| 3| 9099/ iain-inin __kegintan  sub__ bidung __administrasi

i

REKENING BIDANG, SUB BIDANG dan KEGIATAN

_-—rb‘ c |

| kependudukan, pcncatatan  sipil,  statistik  dan

kearsipan

= 4 Sub Bidang Tata Praja Pemennlahan, Perencanaan,
Kcuangan dan Pelapornn_
01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,
Musrenbangdes/ Pra-Mustenbangdes, dll., bersifit
reguler)
02 Penyclenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus,
| rembug warga, dll., yung bersifat non-reguler scsuai

\

| kebutuhan desa)
L—1—4 | 03 [ Penyusunan . Dokumen  Perencanaan  Desa
| (RPIMDess/ RKPDes, dl) ‘
’ 1 ‘ 4 l 04 Penyusunan Dokumen Kecuangan Desa  (APBDes/ |
APDDes  Perubahan/ LPJ APHDes, dan  seluruh
| | dokumen terksut) )
‘ 1 4 05 Bcngclolaan7Ad.miniau'u:u/lnvenmrisasi/Penualan Asct
| csa .l
il 1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dil -
‘ POl L diluar dokumen Rencs Pembungunan /Keuangan) |
( 1 ‘ 4 | 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan

Pemerintahun Desa (laporan akhir tahun anggarin,
laporan akhir masa jubatan, laporan kelemuagan akhic
j | tnhun anggaran, informasi kepada masyarakat) N
D B 08 Pengcmjﬁﬁgan &istem Informusi Desu

1 4 09 Koordinasi/Kerjusamn Penyelenggaraan Pemerintahan

| dan Pembangunan Desa _
(Antar Desa/Kecaunatan /Kabupaten, Pihak Ketiga, dli)
1 4 10

Dukungan Pclaksanaan dan Sosmlisasi  Pilkades,
Penyaringan dan  Penjaringan  Perangkat Desa dan
Pemilihin BPD (yang menjadi kewenangan desa)

1 4 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewidayahun dan
— pengiriman kontingen dalam mengmkuti Lomba Desa
1 B 12 | Dukungan Biaya Opernsional dan Biaya Lainnya untuk

desa persiapan S E———
1 4 90-99| lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemcrintahan,
perencanaan, keunngnn dan pelaporan |

[ 1 5 Sub Bidang Pertanahan j
5 Sertilikast Tanah Kas Desa D |
02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan

| Pemberian Regiotrasi Agenda Pertanahan)
5103 | Fasilitasi Scrtifikasi Tanah untuk Masyarikat Miskin

1

1 5 |04 | Mediasi Konflik Pertanahan

) R - 05 | Penyuluhan Pertanahan N =

5 | 06 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBD)

1 S 07 Penentuan /Penegasan/Pembangunan Batas/Patok
Tanuh Desa

T 5 | 90-99] lain.Inin kegintan sub bidang pertanahan

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub
bid dan kegiatan dalam g b man pendidikan,
keschatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.

Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara
fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non
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2 30

| nunlmo BIDANG, SUB BIDANG dan KEGIATAN
a b c
i 1 T fisik seperti dan
Z 111 Sub Bidang Pendidikan
| 2 1 01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah

Non-Formal Milik Dess (Bantusan Honor Pengajar,

| Pakainn Seragim, Operasional, dst) )
2 1 \ 02 :.1) 4 angan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD,
&
2 I | 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
| 2 1 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
| Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sunggar Belojur
Milik Desa E
2 ’ 1 ’ 05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
PAUD /TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah Non- Formal Milik
Desa

2 1| 06 Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/
| TK/TPA/TKA/TPQ /Madrausuh Non-Formal Milik Desa

E bilitasi/ ingh Sarana
Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar
| Belagar Milik Desa = |

Pengelolnan  Perpustakonsn Miik Desa  (Pengadaan
Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk

Perpustakean /Tumun Bacawn Desa)
Tengembangan  dnn  Pembinonn  Songgor  Seni dan

Belajar
5uléiggpn Pendidikun bugi Siswu Miskin/Berprestasi
Inin lain sub bidang pendidikiui

Sub Bidang Ki

; Pos Kesch Desa (PKD)/Polindes
Milik Desa (Obat obatan; Tambahan Insentif Bidan
Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dun Alat
K

psi bugi Keluwreu Miskin, dst) |

2 02 | Penyelengg y 1 ( Tambal }(eLnsl
b Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidung Kcschatan (untuk

| Masyarakat, Tcnaga Keschatan, Kader Kesehatan, dll)
2 04 Penyelenggarann Desa Sioga Kesehalan
2 05 W._mi;mnnn Palang Merah Remaya (PMR) fingkat desa
2 06 | Pengasuhan Bersama atan Bina Keluargu Balits (BKB]
2 07 |F : dan T Upaya  Keechatan
__| Tradisional Cet
2 08 | Pemcliharaan arana/ Prasarana
Posyandu/ L = s
2 2 09 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan

o)

Polindes/PKD_
Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2| 2 90 | Kegiatan Pelayanan Gizi dan Pencegahan Anak Kerdil
! (stunting) .
% | Tain-lai —

I I I ) giatan sub bidang keschatan
T
2 3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 3 01 | Pemeliharaan Jalan Desa S =1
2 3 02 | Pe lih Jalan Ling n Permukiman/Gang |
2 |3 [ 03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2 3 04 Pemeliharaan Jemt Milik Desa i
[ 2 3 05 | Pemeliharaan Prasarana Julan Desa (Gorong-gorong,
| Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan
5 P
| REKENING BIDANG, SUB BIDANG dan KEGIATAN “
" c S |
| lain) |
2 3 06 | Pemeliharaan  Gedung/Prasarana Balai  Desa/Balay |
| Kemasyurakutun - |
‘ 2 3 07 | F Lharaan Pem Milik Desa/Situs Bersejarah |
Milik Desa/Petilasan Milile s | [
% | 37 08 [ Pemeliharaan Embung Milik Densn
21 3 09 | Pemeliharaan Munupmn?ﬁapwn«m [
2 3 10 Pembanpgunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan |
| Jalan Desa — —
2 3 11 Pembangunan/ Rehabuditasi/ Peningkatlan/ Pengerasan
Julan Lingkungan Permukiman/Gang
2 3 12 Pembungunan / Rehabilitasi/Peningkatan /Pengernsan
Jalan Usaha Tani
2 3 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkainn/ Pengerasan
| Jembatan Milik Dcsa
2 3 14 Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkatan Prasaruna
Jalan Desa (Gorong-goerong, Sclokan, Box/Sinb Culvert,
Drainase, Prasarans Jalan lain |
2 3 15 | Pembungunan/Rehabilitasi] Feningkatan Balal |
Dcsa/Balai Kemasyarakatan |
2 3 16 Pembangunan/Rehabililusi/Peningkatan  Pemakaman |
Milik Desa/Situs Bersejarah Milik lkm;l‘cu’lasan,
2 3 17 | Pembuatun/Pemutakhiran Peta a dan Sosial
1dessny
|2 ™3 T& [ Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa |
. 19 | Pembangunan Rmm“gkk_gtm Embung Desa |
‘ 3 20 | Pembangunan ; Rehabilitasi/Peningkatan
| —— Mununxcn/(‘.)%r_a[_lw; e
21 3 90 Kegiatan Revitalisasi Sungai
2 | 3 | 91 99| lain-lain kegiatan sub gfaang pekerjnnn tmin dan
__| penataan ruang
| 2 4 ] Sub Bidang Kawasan Permukiman
2 4 01 Dukungan pelaksungan program Pembangunan/Rehab
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemctaan,
voidasi, dil
2 - 02 | Pemelharunn Sumur Resapan Milik Desa
2 1 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata
- Air/Tandon PcnamE}mgan Air Hujun/Sumur Bor, dll)
2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tanpgi
___| (pipanisasi, dll)
2 4 05 | Pemcliharaan Sanilasi  Permukiman  (Gorong-gorong, |
Selokan, Parit, dil., diluar prasarana jalan ‘
2 k] 06| Pemeliharaan Fasilitas Jamban UmumZMéE umum, dil_|
i 2 4 07 'emeliharaan Fasilitas Pengelolann Sampah
i | | Desa/Permukiman (Penamgunggg. Bank Sampah, du!
2] 4 (] Pemeliharaan  Sistem  Pembuangan Air  Lim
| Drainase, Air imbuly Rumah Tangga)
B | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa |
2 a 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur
| _ | Resapan .
I 4 1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air
Bersih Milik Desa (Mala Air/Tandon Penampungan Air
Hujan/Sumur Bor, dli "
2 1 12 Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan
__| Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2 4 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi
Permukiman (Gorong-gorong, Sclokan, Parit, dil., diluar
‘ prasarana julun)
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n’.mmmo | BIDANG, SUB BIDANG dan KEGIATAN |
| al b <
'_'2—,-4 14 | Pcmbangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas |
| Juxnbuq%_JM umum, dll e =
2 4 15 Pembangunan /Rchabilitasi/ Peningkatan Fasilitas |
Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman |
(Penaunpungan, Bank Sampah, dll)
2] 4] 16 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem
‘ | Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah
| Tanggn
=z 1 4 17 | Pembangunan/Rehubilitasi/ Peninglkntan
| = Taman/Tamun Bernuwuu Anak Milik Desa
2 4 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyal dan
kawasan pemukiman
2 L Sub Bidang Kehutannn don Lingkungan Hidup 1
2 5 | 01 | Pengclolaan Hutan Milik Desa
2 5 | 02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa =|
2 5 03 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang
Lingkq_qgu#‘ii.d_uu:lan Kehutanan ]
2 5 90-99| lain lain epiatan sub  bidang Kchutanan  dan
| Lingloungan Hidup
2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2 6 | 0@ | Pembuatan Rambu-rambu di.Jnlan Desa
2 6 02 | Penyclenggarasn Informasi Publik Desa (Misal
Pembuatan  Poster/Baliho Informasi  penctapan/LPJ
APBDes untuk Warga, dll) "
2 03 Pengelolaan don Pembuatan Jaringan/Instalasi
Komunikasi dan Informasi Lokal Desa .
2 ) 04 Pemclibauaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa |
2 6 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengadaan
[ Surunuy dun Prasarana Transportas Desa
2 o 90-99 | luin-luin legiatan suh bidang Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika )
2 (4 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
T 01 | Pemcliharaan Sarana don lm%h_l-inergi Allernatl |
\ | ‘ | tingkat Desa - Ll
2 ’ 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan  Sarana  dan
| | ! Prasarana Encrgi Alternatif tingkat Desa
2 i 4 90 99| Jain-lain kegiatan sub bidung Eoergs don Sumber Daya
Mineral
2| 8 dung Pariwisata =5
Frd 8 Peme haraan Sarana dan Prasarann Pnriwisata Milik
esa
2 8 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk 1 Sarana dan
| Prasarana Pariwisata Milik il
2 8 03| Pengembangan Pariwisatu Tingkal Dcsa e |
2 8 |90 99j lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA |
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang
dan kegiatan untuk meningkatkan peran serts dan |
an yarakat /1 [ yarak dena
yang mendukung proses pembangunan desa yang
’ mencakup:
3 1 Sub Bidang Ketentcraman, Ketertiban Umum, dan |
| | | _Pelindungan Masyarakat .
|73 77 01 [ Pengadaun/Penyelenggaraan Pos  Keamanan  Desa |
S b 2
___REKENING BIDANG, SUB BIDANG dan KEGIATAN
a b c |

| (pembangunan pos, pengawasan pelz\kxnnnnn]mi—vml—
ronda/ patroli dil) .
Penguatan dan  Peningkatan Kapasitas Tenaga
Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas
desn
3 1 03 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Keterlibun, dan |
Pelindungan Masyarakal (dengan masyarakn(/instunsi)
pemerintah dacrah, dll) Skala Lokal Desa . |
3 T 04 r)elmihnn Kesinpsiagaan/Tanggap Bencana Skalu Lokal |
esa

3 ‘ I | 05 'l;enycdiaan Pos Kcsiapsiagaan Bencana Skala Lokal |

3 1 02

caa
3 1 ‘ 06 Mﬁgnfpan Hukum Uniuk Aparatur Desa dan Masyarakat
iskin
3 1 07 Pelutihan /Penyuluhan /Sosialisasi kepada Masyarakal
y di Bidang Hukum dan Pclindungnn Masyarakat
3 1 90-99| lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban

Umum, dan Pelindungan Masyarakat

) 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamann i
3 2 01 ll;cmbinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat
| Desa

Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan
sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan

3 2 02

.. | Kabupaten = )
3 2 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,
dan Keagammaan  (perayaan hari kemerdckaan, harn
| besar | n, dll) tingkat Desa
3 2 04 ‘ Pemcliharaan Sarana dan Prasarana |
1 Kebudayaan /Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa |
3 2 0s Pembangunan/Rehubilitasi/Peninglkeatan  Sarana  dan |
Pragarana Kcbudayesan/Rumah Adat/Keapamaan Milik |
| Desa

; 2 | 90 99| lain-lain _kegiatan  sub bidang Kebudayaan dan
== = | Keagamaan e — ==

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Rag
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga
sebagai Wakil Desa di  tingkat Kecamatan dan
Kabupaten/Kota e e S PEE—
Penyelenggaraan pelatihun kepemudaan (Kepemudaan,

Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
enyelenggaraun _ Festval/Lomba  Kepemudaan  dan
Olahraga ungkat Desa
Pcmell‘mr:mn Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan

Olah Raga Milik Desa ) )
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan

Prusaruna Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa

3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Kiub
Olah raga

3 3 90-99‘ lain-lain kegiatun sub bidang Képemuduan dan Olah |
Raga

[ 3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3 4 01 Pembinaan Lembaga Adal

3 4 02 Pembinaan LKMD/L.PM/LPMD =

3 4 03 Pembinaan PKK )

3 4 04 | Pelutihun Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
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90-99 ] lain-lain kegiatan sub bidang Kelemb Masyarakat

=fgs

| BIDANG, SUB BIDANG dan KEGIATAN

| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1

Bidung Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-
bidang dan kegiatan ynng  dinmhkon untuk
meningkatkan pcrnuhumun kupasitas masyarakal
dalarm cningkatkan masyarakat, yvang
mencakup:

o1

03

u2

03

&‘OA&!& - sla 1B BB A]&A‘&

06

3y Pemelifiaraan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik

___| Perikanan Sungai/Kecil Milik Dcsa |
Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) ‘_l
n

90-99 Tain-Iain kegiutan sub bidang kelautan dan perikanan

[ Pemeliharan Sahu'e\n Irigasi ‘l‘cm:cr/Scdcrh&mu
5 clatihan/B Tek logi Tepal CGhuna

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
\)r’)rm(-nhnraan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik
1 CRA

| Desa

1 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peninghkatin
Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

Pembx /Rehabihitasi /Pening} Pelabuhan

Pelatihan/ Bimtck/ Pengenalan Tekomolopi Tepst Guna
untuk Perikunan Darat/Nelayan

| Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksl |

dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung,

di)

Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan
engolohan paternakan, kandang, dll)

| Penguatan l{e(uhnnnu Panpan Tingkat Desa (Lumbung |

Dessa, dlf)

| untuk Pertanian Pfrrrnnknn &
Pembanpunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sahiran Irigas

‘Tersier / Sederhana

G0-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dun Pelernakan

[
]
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|| Peningkntan k.:p..nnl.'m cpala Desa
eningkninn kupusitus perangkat Desa

| Sub Bidang Peningkatan K.‘.Pasxms Aparatur Desa

Pcnln@mn kapasitas BPD

90 | Peninglkatan Kapasilas Masyarakal
91-99 Tain I;E:E kegiatan sub bidang pcmnglzv'umx kupasitas

Aparatur Desa

Y
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03
O Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita

]
’ 97-99] Tain-lain kcgiatan sub bidang Pem Kcrduvnanﬁ mpuan

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
| Anak dan Keluarga i il
Pelathan/Penyuluhan Pemberdavaan Perempuan
Pelatihan /Penyuluhan Perlindungan Anak
Pelatihan dan Penguatan Penyunaang Difabel
(penyandang disabilitas)

[ Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaje
Pecmbinaan Ke) ompok Bina Kel uarga Lansia
Pembinuan B
Pembinaun PIK Remaja / KRR

Pembinaan Kampung s
Fasilitusi Kegiatan Forum Anak Dcsa

dan Perlindungan Anak e —

-15-

BIDANG, SUB BIDANG dan KEGIATAN |

& A

a

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
TIMKM)

Pelatihan Manajemen  Dengelolaan Koperasi]  KUD/
UMKM

Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecl |

dun Menenguh serta Koperasi
Pengadaan Tcknologi Tepat Guna untuk Pengembang:m
Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian

Tain-Tain kegiatan sub bidang Koperasi, Usanhi Kecll dan
Menengah .

B

(L

02

20-99

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
Pembentukan BUM Desa (Persinpan dan Pembeniukan
Awul BUM Desa) v
Pelatihun  Pengelolaan BUM  Dcaa  (Pelatiban  yang
dilaksanakun oleh Desy)

lain-lain kegiatan sub hidong Penanaman Modal

EE .'u:ab! B

01
o2

Sub Bidang Perdagangan dan Perindusirian
Pemeliharaan Pasa.r esa/Rios mili Csia
Pembangunan /Re tas ningkatan

Dcsa/Kios milik nmn

NN NN

03
04

20-99

| Pengembangan Tndustri kecil level Desa i

Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan

kelompok usaha ekonomi  produkul  (pengrajin,
pedagang, induatri mamah tangpn, dll) [
lain lain  kegintan  sub  bwdong  Perdagangan  dan
Perindustrian

WU R -

00

00

BIDANG PENANGGUIANGAN RENCANA, KEADAAN |
DARURAT DAN MENDESAK UGN
Bidang Penanpggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mcndcesak Desa digunaknn untuk kegiatan
pcnnnggulunmm bencann,  keadonn darmirat | dan
e

Sub BW goulangan Bencana il
Penanggulangan Dencana —
Sub Bidung Keadaun Darurat
Keadaan Darurat

Sub Didang Keadann Mendesilke.
Kendonn Mendesak

BUPATI SUNGAI UTARA,

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN




